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Proses penyel esaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila
diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa
karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan
dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh
gambaran yang jelas kapan sengketa yang dihadapinya bisa mendapatkan kepastian hukum. Dan seiring
dengan riwayat lahirnya Pengadilan Niagaini yang dilatar-belakangi oleh keadaan moneter yang sangat
tidak menentu sudah barangtentu pemanfaatannya juga diharapkan bisa optimal dengan kata lain jangan
sampai sia-sia, oleh karenaitu setiap orang yang hendak menempuh penyelesaian sengketa melalui
Pengadilan Niaga hendaknya harus terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang digariskan oleh
peraturan perundang-undangan baik syarat formil maupun materil, dan dari aturan yang disuguhkan oleh
Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang K epailitan sebenamya sangat kontributif untuk pengembangan
nilai-nilai keadilan dalam rangka merespon dinamika masyarakat terutama para pencari keadilan karena
mekanismenya cukup tenrkur dan dinamis tinggal bagaimana masyarakat melihatnya sebagai suatu
terobosan dalam dunia peradilan yang lahir pada mass krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia.

Walaupun dalam hasil penelitian ini ditemukan putusan Pengadilan yang tidak konsisten satu samalain,
sebagal suatu negara yang menganut system hukum civil law, keadaan ini harus disikapi sebagai sesuatu
yang wajar dan pasti akan terjadi karena adanya dinamika penafsiran terhadap isi Undang-undang, berbeda
dengan negara yang menganut sistem comman law dimana suatu Undang-undang bersifat bottom-up yang
konsistensi penafsirannya terhadap isi suatu Undang-undang relatif Iebih terpelihara. Namun demikian
terlepas dari sistem hukum yang melatarbelakangi suatu negara, persfektif masyarakat dalam melihat
aplikasi suatu Undang-undang pada setiap putusan Pengadilan akan ditentukan oleh tingkat rasionalitas
pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang bersangkutan dihubungkan dengan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu alat ukur rasa keadilan
masyarakat, pada hal disisi lain pengakuan masyarakat atas penafsiran yang diberikan oleh para praktisi
hukum terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan sangat bersifat kasuistik. Dari keadaan inilah yang
membuat menarik untuk melakukan analisa terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah ber-kekuatan
hukum tetap, karena akan banyak dimensi berfikir yang bisa dilalui antaralain, pertama dapat melihat cara
penerapan suatu Undang-undang terhadap suatu masalah, kedua bagaimana cara melakukan penafsiran,
ketiga dapat melihat tingkat rasionalitas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim serta dapat
merasakan konsistens satu putusan terhadap putusan yang lain.
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